LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 12 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penye-
lenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
' pelayanan masyarakat secara berdayaguna
dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan
titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat
II khususnya yang menyangkut bidang
Perkebunan di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen dipandang perlu untuk
membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas
Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang
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Nomor 5 Tahun 1974 Jjis. Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun 1894 maka Susunan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kebumen perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1874 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat
II (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487) :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi
Dinas Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ~

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
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Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
dalam bidang Perkebunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemérintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke-
prala Daerah Tingkat II Kebumen ;



d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pe-
laksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur
Pembantu yang berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
PEMBENTUIKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas
Perkebunan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan ;

(2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh Seorang Ke-
pala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung Jjawab ke-
pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 ..........



(1)

(2)

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok me-
nyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di
bidang Perkebunan.

Dinas Perkebunan melaksanakan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
rada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perke-
bunan mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan pembinaan umum berdasarkan ke-
bijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ;

melaksanakan bimbingan teknis di bidang Per-
kebunan ;

melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan -
usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;

melaksanakan penyuluhan Perkebunan ;

melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan
tugas pokoknya ;

melaksanakan penelitian dalam bidang perke-
bunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah
kepentingan dan kondisi lingkungan Xkhusus
Daerah ;

g. melaksanakan ........



- ,6" -

7

g. melaksanakan pengujian teknologi dalam rang-
ka penetapan teknologi anjuran ;

h. melaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas ;

i. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Tek-
nis Dinas Perkebunan.

BAB IV
ORGANIGSASI
Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 6

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola
Maksimal.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri
dari : .

. Kepala Dinas ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Pengembangan ;

Seksi Produksi ;

. Seksi Penyuluhan ;

Seksi Usaha Tani ;

Seksi Perlindungan Tanaman ;
. Cabang Dinas ;

. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
. Kelompok Jabatan Fungsional.

IR HO QO TR

(2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan Pola Mak-
simal sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian
vang tak terpisahkan.




Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas me -
laksanakan urusan perencanaan, kepegawaian,
keuangan dan umum.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi :

a. melakukan penyusunan rencana, program dan -

pelaporan serta pembinaan Organisasi dan
Tatalaksana ;

b. melakukan pengelolaan administrasi kepega -
waian ;

c. melakukan pengelolaan administrasi keuang-
an ;

d. melakukan ........
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d.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

melakukan pengurusan surat menyurat, kearsi-
pan dan perlengkapan.

Pasal 11
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
Urusan Perencanasan
Urusan Kepegawaian

Urusan Keuangsn ;
. Urusan Umum.

e we
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Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang
Kepala Urusan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaku-
kan pengumpulan, analisis dan penyajian da-
ta statistik, penyiapan bahan perumusan
rencana dan program, penyiapan bahan lapo-
ran Dinas, serta penyiapan bahan pembinaan
organisasi dan tatalaksana.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaku-
kan penyiapan bahan penyusunan rencana ke-
butuhan dan pengembangan pegawal, mutasi
pregawai serta tata usaha kepegawaian.

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksana-
kan, menyiapkan bahan penyusunan rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas,
pembukuan, perhitungan anggaran dan verifi-
kasi, serta mengurus perbendaharaan.

(4) Urusan ........




(4)

(1)

(2)
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Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan
urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah
tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan
Pasal 13

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksa-
nakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di
bidang pengembangan tanaman dan pelestarian
sumber daya alam.

Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang -
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tu-
gasnya berada di bawah dan bertanggung Jja-
wab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 13, Peraturan Daerah ini, Seksi Pengem-
bangan mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan identifikasi potensi lahan da-
lam rangka program diversifikasi,intensifi-
kasi, rehabilitasi dan perluasan/peremaja-—
an tanaman perkebunan ;

melaksanakan bimbingan, penyiapan dan pe -
mantapan lahan untuk tanaman perkebunan ;

melaksanakan perencanaan diversifikasi, in-
tensifikasi, rehabilitasi perluasan/perema-
jaan tanaman perkebunan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 15
Seksi Pengembangan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penyispan dan Pemantapan La -
han

b. Sub Seksi Diversifikasi ;
c. Sub Seksi Perluasan Dan Peremajaan ;

d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilita-
si.

Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seo-
rang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Seksi Pengem-
bangan.

Pasal 16

Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan -
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penyiapan dan pemantapan lahan tanaman
perkebunan.

Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas me-
laksanakan pembinaan dan bimbingan teknis
kegiatan diversifikasi tanaman, baik tana-
man perkebunan yang diusahakan oleh rakyat
maupun oleh perusahaan perkebunan.

Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempu-—
nyai tugas melaksanakan bimbingan dalam
rangka perluasan dan peremajaan tanaman
perkebunan.



(4)

(1)

(2)
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Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi -
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
bimbingan teknis dalam rangka intensifika-
si dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Bagian Kelima
Seksi Produksi
Pasal 17

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang
prembinaan produksi Perkebunan.

Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sekei yang dalam melaksanakan tugasnya ber-
ada di bawah dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pa-
sal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi
mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

melaksanakan pengawasan, pengadaan penyalur-
an benih dan bahan tanaman, pembinaan pe-
nangkaran benih, dan pemeliharaan kebun
induk ;

melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur
teknis budidaya tanaman tahunan ;

melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur

teknis budi daya tanaman semusim, termasuk
tanaman tumpang sari;

d. melaksanakan ........



d.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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melaksanakan penyebaran prototipe, percobaan
dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan
mesin pertanian.

Pasal 19
Seksi Produksi terdiri dari :
a. Sub Seksi Bahan Tanaman ;
b. Sub Seksi Tanaman Tahunan ;

c. Sub Seksi Tanaman Semusim
d. Sub Seksi Alat dan Mesin.

ae

Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seo-
rang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 20

Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyail tugas me-—
laksanzkan bimbingan pengadaan benih/bahan
tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi
benih/bahan tanaman serta melakukan bimbi-
ngan penangkaran kenih.

Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan teknis budidaya,
penggunaan sarana produksi, pengolahan dan
pengawasan kesuburan dan produktifitas
tanah dalam rangka meningkatkan produksi
tanaman tahunan.

Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas -
melaksanakan bimbingan teknis budidaya,
penggunaan sarana produksi, pengolahan dan

Pengawasan . ........




(4)

(1)

(2)
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pengawasan kesuburan dan produktifitas
tanah dalam rangka meningkatkan produksi
tanaman semusim.

Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas -
melaksanakan penyebaran prototipe, alat
mesin yang telah direkomendasikan, melaku-
kan percobaan dan pengkajian penerapannya,
melakukan identifikasi serta bimbingan di
bidang peralatan, mesin dan sarana pengola-
han.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan
Pa=sal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksana-
kan sebagian tugas Dinas Pekebunan di bi-
dang penyuluhan.

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Ke-
prala Seksi yang yvang dalam menjalankan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan
mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan penyiapan program, metoda dan -
sistem kerja penyuluhan serta rekayasa
sosial dan ekcnomi ;

melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan

bimbingan ........
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bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan ;

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ke-
lembagaan petani ;

d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penge-
lolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana
penyuluhan ;

e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penge-
lolaan dan bimbingan pengembangan materi
penyuluhan.

Pasal 23
(1) Seksi Penvuluhan terdiri dari :
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;

b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sara-
na.

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seo-
rang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas -
memberikan pelayanan teknis dan administra-
si kepada para penyuluh perkebunan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program penyu-
luhan, penerapan metoda dan sistim kerja
penyuluhan, identifikasi faktor penentu,
rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan

penyvuluhan .........




(2)

(1)

(2)
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renyuluhan dan bimbingan serta supervisi
pelaksanaan penyuluhan.

Sub Sekei Kelembagaan, Tenage dan Sarana -
mempunyai tugas menyvusun rencana kebutuhan
dan mendayagunakan tenaga penyuluh, meren-—
canakan, mengadakan dan mengelola sarana
penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan
materi penyuluhan serta memberikan pelaya-
nan teknis dan administrasi kepada para
penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan
kelembagaan tani., penyelenggaraan kursus-
kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan
dan perumusan serta penyiapan materi penyu-—
luhan.

Bagian Xetujuh
Seksi Usaha Tani
Pasal 25

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksana-
kan sebagian tugas Dinas Perkebunan di
bidang Usaha Tani.

Seksi Usaha Tani dipimpin oleh seorang Ke-
prala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung Jjawab ke-
pada Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha
Tani mempunyai fungsi :

a. melaksanakan .........



a.

(1)

(2)

(1)

(2)
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melaksanakan perencanaan, bimbingan, penga-
wasan, pemanfaatan sumberdaya dan sarana
usaha pembinaan kelembagaan dan agrobisnis ;

melaksanakan pelayanan,perijinan dan infor-
masi komoditi potensial;

melaksanakan pengawasan mutu hasil olah dan
penyampaian informasi data dan harga pasar.
Pasal 27
Seksi Usaha Tani terdiri dari
Sub Seksi Sumber Daya ;
Sub Seksi Perijinan ;

. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

QLo U

Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seo-
rang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 28

Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas me-
laksanakan bimbingan dan pengawasan peman-
faatan sumber daya yang dikaitkan dengan
analisis dampak lingkungan.

Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melak-
sanakan pembinaan bimbingan dan pengawasan
di bidang perkebunan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(3)

(4)

(1)

(2)

A

Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas -
melaksanakan bimbingan di bidang kelemba-
gaan dan agribisnis, serta penyebaran
informasi manajemen usaha perkebunan.

Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempu-—
nyai tugas melaksanakan bimbingan dan
rengawasan serta penerapan teknologi pengo-
lahan hasil, pengumpulan dan penyampaian
informasi biaya produksi, informasi pema-
saran hasil perkebunan dan standardisasi
mutu hasil perkebunan.

Bagian Kedelapan
Seksi Perlindungan Tanaman
Pasal 29

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebu-
nan dalam bidang Perlindungan Tanaman
Perkebunan.

Seksi Perlindungan tanaman dipimpin oleh -
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pa-
sal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan
Tanaman mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan bimbingan dan pengawasan peng-
gunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan
rerlindungan tanaman ;

b. melaksanakan ........



(1)

(2)

£1)

melaksanakan Pengamatan, peramalan, pengen-
dalian dan eradiksasi organisme pengganggu
tanaman ;

melaksanakan Pengujian pestisida dan residu
pestisida yang terkandung dalam tanaman,
tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam
rangka konservasi.

Pasal 31
Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari :

a. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman ;

b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Or-
ganisme Pengganggu Tanaman ;

c. Sub Seksi Pengendalian Organisme Peng-
ganggu Tanaman ;

d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seo-
rang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Seksi Perlindungan
Tanaman.

Pasal 32

Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mem-
punyai tugas melaksanakan pembinaan dan
bimbingan penggunaan bahan dan peralatan
perlindungan tanaman.




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organis-—
me Pengganggu Tanaman mempunyai tugas me-
laksanakan pembinaan dan bimbingan dalam
kegiatan pengamatan dan peramalan organisme
pengganggu tanaman perkebunan.

Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman mempunvai tugas melaksanakan pembi-
naan, pengawasan, pengendalian organisme
rengganggu tanaman perkebunan.

Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mem-
punyai tugas membuat pedoman petunjuk ope-
rasional dan memberikan bimbingan perlin-
dungan tanaman yang dikaitkan dengan keles-
tarian tanah dan air.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 33

Cabang Dinas Perkebunan merupakan unsur pe-
laksana Dinas Perkebunan yang mempunyai
wilayvah daerah meliputi =atu atau beberapa
Kecamatan dalam wilayah Xabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen.

Cabang Dinas Perkebunan dipimpin oleh seo-
rang Kepala Cabang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Ting-

kat

IT Kebumen dibentuk kemudian setelah

memenuhi .........
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memenuhi kriteria yang akan ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 35

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai ke-
dudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis
Operasional Dinas Perkebunan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan di-
pimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan tugasnyva berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kebumen dibentuk kemudian
setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompck Jabatan Fungsional
Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan -
Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksa-
nakan kegiatan teknis perkebunan di bidang
keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana -
tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri



dari sejumlah tenaga., dalam Jjenjang Jjaba-
tan fungsional vang dipimpin oleh seo-
rang tenaga fungsional senior selaku
ketua kelompok vyvang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangku-
tan.

Pa=al 38

(1) EKelcmpok Jabatan Fungsional dapat dibagi
dalam Sub-Sub Kelompok sesuai kebutuhan dan
masing-masing dipimpin Tenaga Fungsional
Senior.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berda-
sarkan sifat, Jenis dan beban kerja.

(3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilak-
sanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAE V
TATA KERJA
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas,
Unit Pelaksana Tekniz Dinas, Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordina-
si, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40 ..........
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Pasal 40

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugas perumusan
bahan rencana dan program, penyiapan bahan-
bahan laporan Dinas serta pembinaan organi-
sasl dan tatalaksana.

(2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, -
membina, mem-bimbing dan mengawasi peker-
jaan unsur-unsur pembantu dan Pelaksana,
vang berada di lingkungan Dinasnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 41

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan dalam ling-
kungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhen-
tikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas
Perkebunan diangkat dan diberhentikan berda-
sarkan peraturan perundang-undangan yang berla-
ku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - TLAIN
Pasal 43

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 44 ..




- 28 -

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
‘ KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

(1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Dae-
rah tentang Pembentukan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak -
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui-
nya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Pebruari 1996

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN

Ketua,
t.t.d t.t.a
H. ZAISAL SIPIET AMIN SOEDIBYO

Disahkan ..........



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 1 Oktober
1998 Nomor : 188.3/320/ 1886.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1996 Nomor 12
Seri D Nomor 8 pada tanggal 25 Nopember 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN
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PEMBINA TINGRAT I
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PENJELAGSAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR & TAHUN 1998
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN

IT1.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan penyeleng-
garaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna
dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada
Daerah Tingkat II1 khususnya yang menyangkut bidang
perkebunan daerah dan Jjuga untuk melaksanakan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1894,
maka perlu membentuk COrganisasi dan Tatakerja Dinas
Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1874 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 1892, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 1984 dipandang perlu menetapkan
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebu-
man Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d -
Pasal 3 : Cukup Jjelas.



¢

Pasal 4

ayat (1)
Pasal 4

ayat (2)
Pasal 5
Pasal 6

Tugas pokok Dinas Perkebunan adalah
menyelenggarakan urusan rumah tang-
ga Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan Pemerintah dan atau
Pemerintah Propinei Daerah Tingkat
I Jawa Tengah di bidang perkebunan.

a. Perkebunan adalah suatu rangkai-
an kegiatan dengan menggunakan
tanah =sebagai faktor utamanya
vang meliputi penanaman tanaman
rerkebunan, pengolahan hasil dan
pemasaran.

b. Perkebunen Rakyat adalah usaha -
perkebunan di atas tanah milik
petani dengan tanaman perkebu-
nan.

Perkebunan Besar adalah perkebu-
nan yang diusahakan oleh Badan
Hukum di atas tanah yang dikua-
sai oleh Negara dengan mengguna-
kan Hak Guna Usaha.

Q

Tugas-tugas lain adalah tugas-tugas
tambahan yang diberikan oleh Bupati
Kepala Daerah.

Cukup Jelas

Pola Organisasi Dinas Perkebunan
disusun berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Kawat tanggal
7 agustus 1995 Nomor : 061/2608/SJ.

Pasal 7 ... .......



Pasal 7

Pasal 8
Pasal 29

Pasal 30
huruf a

huruf b

huruf c

Pasal 31
Pasal 37

Pasal 38
ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 38
Pasal 41

s/d —

Susunan Organisasi Dinas Perkebu-
nan adalah suatu pencerminan dari
sebagian urusan bidang perkebunan
vang diserahkan oleh Pemerintah
Pusat dan atau Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada
Daerah dalam rangka pengembangan
dinas agar di dalam melaksanakan
tugasnya dapat berdayaguna dan ber-
hasilguna.

Cukup Jjelas.

: Cukup Jelas

: Eradiksi organisme adalah pemusnah-

e

s/d -

dan -

s/d -

an organisme.

Cukup Jjelas.

Cukup Jjelas.

: Cukup Jjelas.
: Yang dimaksud dengan peraturan per-

undangan yang berlaku adalah semua
peraturan yang terkait dengan
pembinaan terhadapr Tenaga Fungsio-
nal. :

Cukup jelas.

Pasal 42 ..........



Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44 s/d -
Pasal 45

LR

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undangan yang berlaku adalah semua
peraturan yang terkait yang menga- .
tur mengenai pengangkatan dan pem-
berhentian pejabat selain yang
telah diatur dalam Pasal 41.

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undangan yang berlaku ialah semua
peraturan yang terkait yang menga-
tur mengenai Jjenjang Jjabatan, ke-
pangkatan dan susunan kepegawaian.

Cukup jelas.

—--00Boo—-
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